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BUPATI BOMBANA

bahwa untuk efektxf dan efektifitas; Pembenéﬁ ’I‘unjangan
Perbaikan Penghasilan Pegawai Neger;l Slpll Lingkup
Pemerintah Kabupaten Bombana yang | telah dxtetapkan
dengan Peraturan Bupati Bombana: Nomor 51 .Tahun 2014
tentang Tunjangan Perbaikan Penghasﬂan Pegawal Negeri
Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten ,Bombana Tahun
2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupatl Bombana
Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tcntang Tunjangan
Perbaikan Penghasilan Pegawai Negerl :1p11| di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Bombana Tah un 2015 perlu
dﬂakukan penyesualan, ‘ ;f;

~ b.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pa<al 39 ayat [1) dan

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan . Atas Peraturan Menten Dalam

P

'Penghasﬂan berdasarkan beban kcxja, ku,langkaan profesi

dan prestasi kerja dengan’ memperhaukan !kernampuan

' Keuangan Daerah yang diberikan dalam rangka penmgkatan

kinerja dan kesejahteraan Pegawai; =~ | l : 5 | |

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagcumana dlmaksud

' :'1.

dalam huruf a dan huruf b, perlu. mene..alpkan Peraturan
Bupati Bombana tentang Tunjangan 'I‘arnbahan Penghasﬂan
Pegawai Negeri Slpll Lingkup Pt:merm'?:allll| Kabupaten

Bombana. . ,? ‘

Undang-Undang Nomor 28 Tahun | |1999 tcntang
Penyelenggaraan Negara yang bersxh darl Korup31, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran \Negara Repubhk

?
i

Indonesia Nomor 3851); S iE o
i
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun . 2003 1entang Keuangan
Negara (Lembaran: Negara Repubhk IndonesxalTahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesw.
Nomor 4286); e - -n,f;; 'W:

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahunn 2003 ktentang

Pembentukan Kabupaten Bombana Kabupatcn Wakaltobx
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provmsx' ulaw<:sx Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Neg*nra Repubhk Indonesm
Nomor4339), TN N R

4. Undang—Undang ' Nomor 33 Tahun l 2004 ‘tcntang
Perimbangan Keuangan _antara Pemermtah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Fcpubhk Indoncs1a
Tahun 2004 Nomor . 126, Tambahan l,embaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4438); - fii! : si :

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
- Sipil Negara (Lembaran Negara. Rt,pubhk Indonesxa Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5494); o ! : |

6. Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran: Negara Repubhk Indone51a
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaunana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan . Kedx..a Atas Undang—
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |Pemenntahan
Daerah {Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2015
- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 5679); o ! ! ¥ : |
7. Peraturan Pemenntah Nomeor 100 4Tah1.m 2000 tentang
. Pengangkatan Pegawai Negeri . Sipil. Délam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun
_-2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4018), sebagalmana teldh dlubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor . 13- Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemcrmtah Nomor 100 'I‘ahun
2000 tentang Pengangkatan chdwau N@gem Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan I!,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194); .~ . 'f "i Lo

£
f

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawm1 Negen Slpll
(Lembaran Negara Repubhk Indoncsm Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Rc pubhk Indonesia

~ Nomor 4019); R S 11 .
9. Peraturan - Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
- Wewenang Pengangkatan, Pemmdahan dan Pemberhennan
; Pegawai Negeri Slpd (Lembaran Negara Fepubhk Indonesia

R

5 F':i ‘
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- 8, Peraturan’ Pemenntah Nomor 101 Tahun 2000 - tentang |
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12,

13.

14,

15.
16.

17.

" Republik Indonesia Nomor 4263); 1. :
10.
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Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan I..embara.n Negara
N

Peraturan Pcmcnntah Nomor 53 Tahun ’2010 tcntang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran' Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahatln Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); ,l! e ;
Peraturan Pcmermtah Nomor 30, 'i‘ahun =2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemermtah Nomor ;

7 Tahun 1997 tentang Peraturan Ga_u Pegawa.l Negen Slpll
Peraturan Menteri Dalam Negeri - Nomor 13} /Tahun 2006

tentang Pedoman: Pengelolaan Keuangan. Daerah

sebagaimana telah : diubah terakhlr dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ’I‘ahun 2011 tentang '

Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; - . 'R : |
Peraturan Menteri Dalam Ncgcn Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lo
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana ;N'omor 22 Tahun
2012 tentang Perubahan Ketiga' Atas ]’eramran Daerah

Kabupaten Bombana  Nomor . 7 Tahun 12008 ' tentang '
- Pembentukan Orgamsa31 dan Tata Kerja IPerangkat Daerah

Kabupaten Bombana; . |

Peraturan Daerah. Kabupaten Bombana ! 'Nomor 6 Tahun_

2015 tentang Anggaran Pendftpatan dan IBelan]a Daerah
Tahun Anggaran 2016; o B
Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pc=gawa1 Negen Slpll
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, N i P
Peraturan Bupati Bombana Nomor! 51 Tahun 20 14 tentang
Tunjangan PerbaJ.kan Penghas:lan Pegawal ’Negen Sipil di
Lingkup Pemerintah : Kabupaten Bombana |Tahun 2015,

sebagmmana telah  diubah dengan I’eraturan Bupati

Bombana Nomor 50 Tahun 2015 tentanv iPerubahan Atas

~ Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang

18.

_TahunAnggaranQOlG N

Menetapkan :

‘Tunjangan Perbalkan Penghasﬂan PegawaJ Negen Slpll di
'Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015; j

Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran. Pendapatan da.n Belan_la Daerah

¢

] M :

: A : e ]

SRR

‘!’ -l‘ B
L i

MEMUTUSKAN S 3'3

. PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TUNJANGAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA]E NEGERI SIPIL

eeee

- DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

' BOMBANA Rt R /

4
i
i
! b
H
1

~N



. . Ty . ; .
[

BAB I . |
KETENTUAN UMUM ',
Pasal1 |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana; I .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupdten Bombana, _;

3. Bupati adalah Bupati Bombana; _ ! ! :;.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bpmban_a, T
5. Sekretaris Dacrah adalah Sckretans Daerah Kabupatcn Bombana, :

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selan_}utnya dxsmgkat BKD |adalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana; , SR i L

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanJutnya dlsmgkat _
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Da.erah Kabupaten |
Bombana; - L [

8. Pegrawai Negen adalah yang mereka yang telah memenuh1 isyarat-syarat
yang dltentukan dalam peraturan. perundang—undangan yang berlaku
jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara iaiﬁhyai yanlg dltetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dcm dlga_]l menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku; - |, ‘;, § 235 _

0. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsmgkat PNS adalah| setiap warga
Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan d15erah1 tugas Idalam suatu
jabatan negen atau diserahi tugas Negara lamnya dan dlgajx bcrdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; i ’ : :

' 10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dlsmgxat |PNSD adalah
Pegawai Negeri Sipil . Daerah . Kabupaten - Bombana | yang sudah
melaksanakan tugas berdasarkan keputusan pc;abat yan glberwenang,

11.Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dlsmgkat CPNSD
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bombana yang menjalani
masa uji coba untuk menjadi Pegawai Negeri Sxpll yang melaksanakan
tugas berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang, = | i

12. Jabatan adalah kedudukan menunjukan tugas, tanggung]awab wewenang
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memnnpm suatu
organisasi; .. | ¥ ; :

13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menulnjukan tugas
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pt,gawal INegcn Slpll dalam
rangka memimpin suatu orgamsasx, f ; i -

1k
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Satuan Kerja yang
dipangku oleh seorang Pegawai Negeri Sipil; | E I D
15. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji. pokok s¢ baganilana d1a
dalam ketentuan peraturan perundang—undang.m yan,, bcrlaku tcntang

gaji Pegawai Negeri Sipil; _ : RN 3 ' i :

——— i . e s e




28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retrlbum adalah pungutan

16. Pejabat yang berwenang adalah pe_]abat yang mempunym kewcnangan
mengangkat, memindahkan dan memberhentlkcm Peguwm Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan peraturan penmdangan-undangan yang berlaku

17. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang. karena kedudukan atau
jabatannya membawahi seorang atau lcblh Pega.wm Negeri; i. ? |

. Staf adalah unsur pelaksana tugas pembantu pxrnpman !

.Peraturan disiplin adalah suatu peraturan ya.ng mcmuat keharusan,
larangan dan sanksi, apabila kcharusan itu tldak dltumtx atau larangan
itu dilanggar; : A : -; 5 | : ,
.Anggaran Pcndapatan dan BclanJa Dacrah yang selan_]utnya dlsmgkat
APBD rencana keuangan pemerintah daerah yang dlbaj'las dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan d1 teta kan dengan
Peraturan Daerah; §| i :

.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selan;utnyA dtsmg,kat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang Jugd ?n?.elaksanakan

pengelolaan APBD; : I n

. Tunjangan Tambahan' Penghasﬂan Pegawal Negen Slpll Datierah selan_]utnya
disebut TTP adalah jumlah uvang yang diterima berdasarkan hasﬂ pemlalan
selama masa penilaian; . Lok ; : i |

.Nilai Hasil Capaian (NHC) Komponen DJSlpIm adala.h nﬂax hasﬂ capman
komponen disiplin dari pegawai ' dalam mdsa waktu |1 (satu) bulan
berdasarkan hasil perhitungan pcrsentase kehadlran atau dlsxphn untuk
mencapai kinerja Pegawai Negeri Sipil; e _; : ; | 3 -

.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah yang' selanjutnya
disingkat LAKIP adalah laporan pertanggung;awaban kme rja suatu instansi
pemcrintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategls m:tansx pemerintah
yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan 1em b;aga,

.Laporan Penyelenggara Pemenntah Daerah yang selanjutnya dlsmgkat
LPPD adalah laporan penye]enggara pe.rnenntah I daerah yang
diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) tahun yang merupakan kewapban
Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Pres siden’ melalm Gubemur,

26. Laporan Keterangan Pertanggung]awaban yang selanjutnyell dlsmgkat LKPJ
adailah laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat mela]m DPRD
sebagai lembaga perwakilan dan representas: ra.kyatl d1 daerah dapat
berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhlr masa Jabatan
atas penyelenggaraan pemerintah daerah , : i ;
27.Pajak Daerah yang selanjutnya dlsebut pajak zadalah kontnbu51 wa_]lb
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan .yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tld.stki mcndapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keper uan|Daerah bagl

sebesar-besarmya kemakmuran rakyat I | : |

daerah sebagai pembayaran atas _]asa atau pembenan izm tertentu yang
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khusus dlsedlakan dan/ atau dlbcnkan oleh Pcmennt‘t
orang pribadi atau badan. S i
BABN - |
TUJUAN %
‘ Paéa,l 2
Pemberian TTP bertujuan : A R
a. Meningkatkan dlSIplln PNS; ' ot i :
b. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat - ;
¢. Meningkatkan kesejahteraan PNS; : ;

i
i
d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan ' an _aéet daerah;
SRR IR | .
i

¢. Meningkatkan kme:ja Organisasi/ SKPD : .
. _: ;

BABII. = . g;'
]

PENGANGGARAN TUNJANGAN TAMBAHAN‘PENG HASﬁAN 4

Pasal 3

. BABIV = 'é
PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMAAN'
Bagian Kesatu 3
PcmberianTTP BIRNTES SO

Pasal 4 S I

' PNS yang berhak menerima TTP scbagalmana dlaturﬂ dalaijcraturan Bupati

ini adalah:

h D

sy
\

Daerah untuk

B PP

Vi
|

i
JI‘

a. PNSD yang secara sah telah dzangkat dan dttetapkan dengan Keputusan '

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas
jabatan struktural eselon H, eselon III dan eselon [V
Pemerintah Kabupaten;

dan menduduki
sdl lmgkungan

?'~:

b.PNSD yang secara sah telah dlangkat dan dxtetapkan clcngan Keputusan
oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugasj staf d1lmgkungan

Pemerintah Kabupaten;

n
I
il

<. PNSD vang diangkat dengan keputusan pe_]abat yang» )erwenang pindah
menjadi PNSD Kabupaten Bombana dapat dlbenkan ’I‘TP; pada tahun '

anggaran berikutnya;

I
i1 !

'd. PNSD sebagaimana dimaksud huruf ¢, TTP dlbenkan ter}:imxllg mulai bulan

januari pada tahun anggaran berikutnya; BN i '2

e. PNSD yang pmdah keluar dan Kabupaten Bombana, ['TP diberhentjkan

berdasarkan  tanggal pcrsctu_]uan pmdah olch Peja at Pembina

Kepegawaian;
Pasal 5

'PNS yang tidak berhak menerima TTP sebagalmana d1atu1'; dalam Peraturan -

Bupati ini adalah :

a.PNSD titipan dari Pemerintah Kabupaten Bombana ke @déerah Iam atau

S

sebahknya,

l@

/
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b. PNSD vang dipekerjakan atau dlperbantukan diluar Pemer?ntah Daerah
c. PNSD yang sedang menjalankan izin, cuti besar, cut1 kare{na alasan pentxng
dan cuti diluar tanggungan Negara; o AN g SR ;

d. PNSD yang tugas belajar; ' Lo : oy

e. PNSD yang berpeluang untuk mcndapatkan tunjangan | dtluar dan

- Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan }‘ungswnal sesua1

* Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; ': . ; S = i '.

f. PNSD vang mendapat Hukuman Dlslphn Berat; - e : :

Pasal 6 S : _.

P'\ISD yang dikenakan hukuman disiplin. dlbenkan TTP clengan kctentuan

scbagai berikut : s 5

a. Hukuman Disiplin Ringan dikenakan pengurangan sebesal 25|% (dua pu]uh
lima persen) dari total TTP yang diterima; : ; ;

~ b.Hukuman Disiplin Sedang dikenakan pengurangan sebesar 50 % (llma
puluh persen) dari total TTP yang dltenma, o 315

Bagian Kedua
Kriteria Penerima TP |
Pasal 7 '

(1) PNSD yang menerima TTP harus memenuhi }mtena sebagai bénkut
a. Mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu sesucu ketentuan yang
ber laku T "'l - i :
b. Masuk kantor dan rnclaksanakan tugas secara pendh sesual tugas
pokok dan fungsi; L ! '
c. Melaksanakan tugas luar atau menglkuu lelat berclasarkan Pcnntah
Tugas dari atasan atau pejabat yang berwenang, : . ‘ _ E

(2) PNSD yang tidak atau kurang memenuhi kriteria sebagimiana d1maksud :
pada ayat (1) dikenakan pemotongan TTP dengan perscntase pemotongan
berdasarkan pada penilaian komponen disiplin; ¢ . i } i

(3) PNSD yang tidak melaksanakan tugas (tidak masuk kantor) selama 5 (hma)
hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maUpun bcrselang dalarn
masa waktu 1 (satu) bulan tidak diberikan TTP; - - | | '.

(4) PNSD yang tidak masuk kantor karena cuti, izin atau,.aklt kurang dar1
atau sama dengan 12 (dua belas) hari kerja dalam ma-;a waktu 1 (satu}
bulan, diberikan TTP dengan persentase pemotongan sebagannana dlatur

. dalam Peraturan Bupati ini;

(5) PN SD vang telah mencapm Usia Pensmn (UP)

: ‘=|
. | o
S B R
i | i
l

P l Dy

Bagian Ketiga R

Penerima Tunjangan Tambahan = | |
Penghasilan Bersifat Khusus o L

Pasal 8

Penerima TTP bersifat khusus yaitu : g SIS s
a. TTP diberikan berdasarkan beban kerja PNSD yang melaksanakan tugas

kedinasan melampaui beban kerja normal f i o ' %
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. TTP diberikan berdasarkan remko kega yang dlbebankan pada PNSD yang

. tugasnya memxhkl resiko tinggi;
. TTP diberikan - kepada PNSD berdasarkan kelangkaan pr!olfes: dengan

memiliki keahlian khusus seperti Dokter, ‘Dokter. Spesmll dan PNSD yangl '

BA.B V -
KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLOK UKUF'

PERHITUNGAN PEMBERIAH T'I‘P

Bagian Kesatu

- Komponen Peni.laian TTP

berdasarkan : _
a. Kehadiran yang terdiri atas ; -
- Kehadiran/Masuk kantor,

Apel pagi;
Apel sore;

Tidak meninggalkan tempat kerja saat Jarn

Atasan/Pimpinan;
Cuti;

Izin; .

Sakit. -

Pasal 9

(1) komponen pemla_tan perhltungan pembt,nan

~ memiliki pekerjaan atau profesi yang tldak dlmmat;l oleh banyak orang

:.’:
i

oo 0 !

T ’i ditetapkan
S

Poot

L

L

k;exja tanpa izin
|
HIEE.
R

b. Prestasi Kerja yang diukur rnelalm ketepatan rnema sukan laporan

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlteta pka!rgl oleh Kepala
SKPD dengan berpedoman pada Peraturan ini dan dlsampmkan ke

Badan Kepegawaian Daerah;

i

z;l'

(3) Persentase penilaian sebagmmana -dimaksud - ay at (1) d1h1tung
berdasarkan akumulasi kehadlran setiap pegawal daLam masa waktu 1
(satu) bulan; .

(4) Komponen penilaian sebagaunana dunak.,ud pada

adalah ketepatan menyampaikan laporan :

a. Laporan fungsional berupa:
Dokumen Penunjang LAKIP
Dokumen Penunjang LPPD.
Dokumen Penunjang LKPJ -
Dokumen Kepegawaian PNS : ‘
Dokumen Fungsional pentmg lainnya yang dl( antumkan dalam
Surat Permintaan Laporan dari Pejabat yang berwenang

vk WN e

g .
..‘.’13'
'! ‘

1

g'hj \f ‘

aya‘t (1) huruf b
SRl »

by

“.

Laporan pengadaan barang dan jasa yang dxtangam oleh SKPD |
Laporan Keuangan dan Aset berupa : .ﬂ F
1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD beserta Do]cumen Penun_]ang

lainnya

3. Laporan perkembangan Aset Daerah

_____
L, REA L

i i

?
i
i
}

‘ I

. \ !
2. Laporan /Progress Penerunaan Pajak dan Retnb1151 Daerah /
|




2 v o5 1o g

d. Laporan Hasil perjalanan dmas luar daerah pejabse.t E;se;elon IjI, Eselon
1II dan Eselon IV. . ' : ; .

(5) Bagi SKPD yang ndak menyarnpalkan laporan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (4) pada bulan berikutnya dlkenakan potongan TPP yaltu 1
(satu) laporan sebesar 20 % x jumiah TPP pad‘a. SKPD !

(6) Potongan TPP sebagaimana chmaksud pada ayat (5) berlaku bag1 Kepala

SKPD sampai dengan Staf. : . ‘ T

H H
i Al
. PR

t * N '

Bagian Kedua ' B

1

Tata Cara Penyampaian Pelaporan Pr(.stasi l[erj‘?j :
Pasal 10 SAR I FEE

'SKPD memasukan Laporan sebagaxmana dimaksud dalam ;Pasal 9 ayat (4)

setelah menerima Surat Permintaan ° dari Pe_]abat yang berwcnang yang

‘berisikan jenis permlntaan laporan, tempat dan batas Waktu penyampa:an
Laporan dimaksud. _ | - T i b

Pasal 11 ERIINE

Tempeat memasukan Laporan sebagaxmana dimaksud sebagea mth
a. Laporan Fungsional sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a

disampaikan ke Baglan Hukum' dan Orgamsas1 Sekretanat Daerah
Kabupaten Bombana. : A Ef' !‘! :

b. Laporan Pengadaan Barang dan Jasa scbageumand dlmak siiud dalam Pasal 9

~ ayat (4) huruf b, disampaikan ke Bagian Adm1n1stras1 Perekonomlan,
Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sehretanat [iderah Kabupaten
Bombana - - 1 z o ‘

. Laporan Keuangan dan Aset sebagaurnana dlmaks.ud dalz :

huruf ¢, disampaikan ke Badan Pcngelo[a Keuangan .d

Kabupaten Bombana

!

'
P

P sal 9 ayat 4)
Aset Daerah

d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas scbagalmana dlmaksudw alam Pasal 9 ayat
(4) huruf d, dlsampmkan ke Badan Kepegawman Daerah Kabupaten
Bombana IR ! i _ ; |

' BagianKetiga o e
'Tolok Ukur Perhitungan Pemberian TTP'g i ' :
’ Pasal 12 o

Pemberian TTP dlhltung dari persentase N11a1 Hasﬂ: Ciapaiah (NHC)
berdasarkan tolok ukur dlSlphn kehadlran Pegawai dan prestas'isketja.f

1
H

Pasal13

(1) Perhltungan persentase pemotongan TTP sebagalmancu chmaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan :. | 5 P

a. Tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa senap 1

dipotong 3 % (tiga persen) dari jumlah TTP setiap | bulan

b. Tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (satu) kali dlpotong 1, 5 /c!; (satu koma

persen) dari jumiah TTP setiap bulan; : ' i

c. Tidak apel s:ang/sorc (TAS) sc’aap 1 (satu) kah dlpotong 1 5 % (satu

koma lima persen} dari Jumlah TTP setiap bulf.m, N
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Izin tldak apel pagi atau apel mang/ sore setlap 1 (satu} kah dlpotong 1%
{satu persen) dari jumlah TTP setlap bulan; SN ! i .
Meninggalkan tempat kerja ‘saat jam kerja : tanpa izin dari
atasan/pimpinan setiap 1 (satu) harl dlpotong 2 % (dualpersen) dari
jumlah TTP setiap bulan; o g ; a
Tidak masuk kantor karena cut1 izin atau saklt sebagaxmana dnnaksud
dalam Pasal 3 ayat (6) setiap 1 (satu) hari dlpotong 2 % (dua persen)

)

3

(4)

(2) Besaran pemberian TTP sebagaunana dlmaksud pada *ay

(1)

dari jumlah TTP setiap bulan. . e e |

‘Perhitungan persentase pemotongan TTP sebagazmanaf dlmaksud dalarn

Pasal 9 ayat (1} huru{ b dikenakan potongan TTP kepada SKPjD yang tldak _

memastukan laporan sebagalmana dunaksud dalam Pasa,i 9 ayat (4) ya1tu 1

(satu) laporan dipotong sebesar 20 % x jumlah TTP pada; :SKPP
Tabulasi komponen sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

2)

tercantum pada lampiran yang tldak terplsahkan dan!Peraturan Bupatl

ini. j i

PNSD yang dzkenakan pemotongan ’I'I‘P sebagalmana duriaksﬁd pada ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e tidak mengurang1 pembenan

sanksi berdasarkan Peraturan Pcrundang—Undangan yang berlaku

BAB VI -':ff‘Wlif
Pasa114 - 5 .: t

Keputusan Bupati. = o

setelah - dilakukan - perhitungan persentase pemotcnngan komponen

disiplin/ kehadxran pegawai dalam masa Waktu 1 ( atu) bulanl

: | | BAB VII SN * :
TATA CAR.A VERIFIKASI DAN PERMINTAA.N . A

- PEMBAYARAN TTP - NN ;

RIS T B

Bagian Kesatu . SR

TataCaraVerifikasxTTP 3_@?3?35}?

Pasal 15 SR
Setiap SKPD membuat dokumen : ' R g ;
a. Rekapitulasi kehadiran pegawal masa waktu 1 (satu) bulan;

b. Daftar perhitungan TTP berdasarkan pemlaJan pers.entasc kornpo
disiplin/kehadiran masa waktu -1 {satu) bulan;. aay i :

i .

c. Daftar permintaan TTP untuk masa waktu 1 (satu) bulan, :
d. Daftar pembayaran TTP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan

" {1) Besaran pemberlan TTP yang d1bcnkan kepada PNSD chtetapkan dengan

at {1} d1ber1kan '

nen

e. Surat - penjatuhan hukuman disiplin bagi : PNS. Iyang melakukan
pclanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan

(2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ll] huruf a sarnpa1

dengan huruf d diverifikasi oleh pejabat yang berwcnang di masmg-masmg

SKPD; oyl

(3) Salinan dokumen sebagaimana dxmaksud pada ayat (li huruf a, huruf b
dan huruf e disampaikan kepada Badan chegawaxan Daerah Kabupaten

Bombana selambat—lambamya set1ap tanggal 5 bulan berlkl?tnya 1 /

hall
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(4) SKPD yang tidak memberikan salinan dokumen sebag.nmana dxmaksud

pada ayat (3), tidak dibayarkan TTP '

|
(5) BKD melakukan verifikasi terhadap dokumen ‘;ebdgalmana dxmaksud pada
ayat (3), melakukan momtonng kehadlran dan mclapo kan hasxinya

kepada Sekretaris Daerah R _ t__ S
g ‘-'i

Bagian Kedua LN

Permintaan Pembayaran TTP g

Pasal 16 P II

Permintaan pembayaran TTP pada BPKAD dengan mema
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1

dengan huruf ¢ dan dokumen dan persyaratan admlrusxas

peraturan perundang—undangan yang berlaku

BAB VIII :
PEMBIAYAAN
Pasal 17 -

JBlaya TTP PNSD di lmgkungan Pemenntah Kabupdten sebaéaunana dlatur :
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!ﬁkkan dokumen-

uruf a sampai
' bcrdasar_kan

l
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dalam Peraturan Bupati ini dibebankan APBD Kabupdten Bolmbana

BABIX Jif |
MEKANISME PEMBAYARAN, '~ |-
Pasal18. - . |+ il

(1) Pembayaran TTP dilaksanakan pahng lambat imnggu

berikutnya;

(2) Pimpinan SKPD menyampaikan surat perrmnt.ian pembay?rlalm
format sebagaimana terdapat dalam Lamp1ran III Peramran ini yang

dilengkapi dengan :
a. Surat Pernyataan Tanggun.awab Mutlak" atas rc.

kehadiran pegawai  dengan - format sebagmmana
~ Lampiran Peraturan ini; g
b. Rekapitulasi Daftar Absensi Apel dan Daftar Kehadxran

’

H
A

:| :
L edua bulan
(- x

1 T'I‘Pdengan

; I

kap1tu1a31 daftar
; terdapat dalam

.;l,
{

Pegawai dengan

format sebagaimana terdapat dalam Lamplmn Peratumn 1n1, .

c. Amprah TTP pegawai dengan format scbagaunancL
Lampiran Peraturan ini; |
(3) Bagi PNSD yang bekerja di Iuar Instan31 Induk (SKPD)

terdapaf dalarn
N ! :
maka pengls.lan

daftar hadir untuk keperluan pembayaran TTP dﬂakukem| di Unit Kerja yang

bcrs:mgkutan ’ SN ,’_; i

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

|
' BABX |r
Pasal 19 '.“‘-e :

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran T'IP

1

i
H

dxlakukan oleh

Bupati dengan melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang dltunjuk

sebagai berikut :

a. Sckretaris Daerah membenkan pembmaan dan pengawasan terhadap

kt,palaSKPD - | L ?

1
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b. Kepala SKPD memberikan pembinaan dan pengczwasan' t(_érhacliap
' pegawai dalam lingkup SKPD yang bersangkuta.n j j S !
(2} Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan
hasil pembmaan dan pengawasan kepada Bupatl ni . ; -
PO f
|

T K

. BABXI

KETENTUAN PENUTUP Lo

Pasal 20 E _i?isé T
Ketentuan teknis pclaksanaan Pcraturan ini dltetapkan Iebih} lrémjut_: dengan
KeputuqanBupatl _ . ; 3 i..;;: , H

Pasal21 .o linto

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Pcraturan Bupatx Bombana
Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tun_]angan Perba1kan Penghasdan Pegawal
Negeri Sipil Lingkup Pemerintah ' Kabupaten : Bombana Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupau Bombana Nornor| 50
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatx Bombana Nomor 51
Tahun 2014 tentang Tunjangan Perba1kan Penghasdan Pegawal Negerl Sipil
Lingkup Pemcnntah Kabupaten Bombana Tahun 2015 d1cab ut dan dmyatakan

tldakberlalmlagx H |
. < 2 | ‘ i
Pasal 22 HEn -
Poip
Peratumn Bupat1 1n1 mulai berlaku pada tanggal dlundangkain!. H j
; i

Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan penglmd?ngan Peraturan
Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

.i.=f‘- R
i Py
ST Dltctapl..an dl F’ump'la
I’ARAF KﬂORmNnil pada tanggal | Apr?_[
NO [UNFI/SATUAN K:ktiA | PARGSF| - i
Bk 11 BUPATI Bp B,
2 [AFshn W |\ 15y
3 |{aks, tiwbee foon
4 fex RKRpY
B8
_DiundangkandiRumbia ' -
‘pada tanggal, { Apri[ 2016 : SRSTRNN N, i
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, R '

‘H. BURHANUDDIN A. HS. NOY
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‘BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 4 016 NtZ)MORj 9
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LAMPIRAN Lf PERATURAN BUPATI BOMBANA Lo
NOMOR '+ 8 TAHUN 2016 o ;‘
TANGGAL : L ApRiL - 2016 SR
TENTANG :TUNJANGAN TAMBAHAN PENG HASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DAERAH
LlNGrKUP PEMERiNTAH KABUPATE%N BOMBANA
AR B
| KOP SURAT |l .
P . Emw
5 ~ Rumbia, ;..i50 ... 2016
chada i '
Nomor . Xth, Kepala Bada‘n chngclola .
Lampiran 1 (satu) eks . Keuangan danl Aset Daerah
Perihal : Permohonan Pembayaran s Kabupaten Bombana '
Tunjangan Tambahan . Di-. .- ;1 ‘r. D
Penghasilan - SR -'fI‘ejnpaE I
: : IR RS l
Dengan Hormat, . 2 E i

-Bersama ini kami sampmkan Per'mohona{nl Pembayeﬁran
’l‘unjangan Tambahan Penghasﬂan Bulani!” Tahun

‘_Anggaran ................... .. sebesar Rp SEOTNIUE % JE KIS R S

SEEE
(rmc:lan terlampir) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

.. Kabupatcn Bombana “ S ‘

'_ terima kasih. D h ":; l
: : s 1

"~ PARAF KOORDINAST | ]

i'l'-'

Sebagai bahan pcrtlmbang'm, dengan 1n‘1| dilampirkan
~ Surat Pernyataan Tanggung Jawab - Mqtla]g I(SP’I‘JM), Daftar .
Rekapitulasi Kehadman dan - Daftar -Penel]unaan‘ ’I‘unjangan _'
" Perbaikan Penghasilan.: o Ll ’

Dcmlklari dlsampalkan Atas kexjasaln' y diﬁcaékan
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! ; { i §
KEPALA SKPD / PEJABAT YANG
DITUNJ UK ‘

1

UNJ/SATUAN KERJA | PARAF
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